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 Penguasaan beberapa gampong

 Mempunyai hak ulayat

 Mengelola sumberdaya alam melalui lembaga-
lembaga adat.

 Menyelesaikan sengketa-sengketa adat dan 
memutuskan hukum-hukum adat melalui 
peradilan adat.



 UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan 
desa.

 Sistem Pemerintahan Mukim dihapuskan 

 Mukim tetap diakui oleh masyarakat dan 
melaksanakan fungsi-fungsi adat



 Perda propinsi D.I Aceh no 5 tahun 1996 
tentang mukim sebagai kesatuan masyarakat 
adat

 Qanun propinsi NAD no 4 tahun 2003 tentang 
pemerintahan Mukim



PERAN DAN FUNGSI MUKIM

Qanun No. 4 Tahun 2003 menetapkan fungsi Mukim adalah:

1. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas
desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas
pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;

2. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, 
pembangunan fisik maupun pembangunan mental 
spritual; 

3. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan 
Syari’at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, 
ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

4. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat; 

5. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau
menetapkan hukum dalam hal adanya 
persengketaanpersengketaan atau perkara-perkara adat
dan hukum adat.



 Pembentukan asosiasi  Serikat Mukim Aceh Jaya
 Melengkapi  struktur /perangkat  dan  lembaga  lembaga  adat  

mukim 

 Membuat komitmen  dalam rangka menjaga dan melestarikan hutan

 Menyusun tataruang kabupaten Aceh Jaya secara partisifatif

 Menggali  kembali aturan –aturan adat di mukim.

 Membuat perencanaan mukim

 Membangun pusat pembibitan mukim





• Pantai (0,5 
Km)

Permukiman

• (1 Km)

Ladang

(2 Km)

• Zona hutan 
ulayat

• (6 Km)

• Zona hutan lindung

• (10 Km)



Bawah: Kelompok peran mukim memeriksa 
draft tulisan hasil kajian

Atas: Kelompok pengelollaan SDA memeriksa 
draft tulisan hasil kajian

Kanan: Imum 
Mukim K-Sabee



Kenapa Mukim tidak berperan lagi? Apa yang 

terjadi selama Mukim tidak berperan (1970-an 

sd sekarang)?

Ketua Seurikat Mukim 

Aceh Jaya



 Mukim  dapat mengelola sumberdaya alam di 
wilayahnya.

 Pemerintah mengakui hutan ulayat mukim.

 Mukim  bersama pemerintah terkait 
membangun model pengelolaan hutan berbasis 
mukim  



TERIMAKASIH


